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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daecrah Nomor
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur téntang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 cebagal
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2011,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahur 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas
Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangaii;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelclaan

dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara,

8. Undang-Undang Nomor 295 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa wali diubah lerakiir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;

10. Undang-Undand

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

11, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibuikota Jakarta sebagai tbuketa Negara Kesatuan Rapublik

Indanesia;

12, Undang-Undang Momor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

i Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimpangan Keuangan
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

ailt,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomeor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolagn Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah (APBD)} Tahun
Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahui 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN
_ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011,




Pasal 1
Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 16.022.580.846.665,00

b. Dana Perimbangan Rp 8.909.900.000.000,00

¢. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah - Rp 1.146.719.828.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 26.079.200.674.665,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 8.521.388.651.561,00
2) Belanja Bunga Rp 4.,353.828.000,00
3) Belanja Subsidi Rp 0,00
4) Belanja Hibah Rp 865.613.816.819,00
| 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 58.527.900.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Rp 1.350.000.000,00
Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga Rp 83.078.470.181,00
Rp 9.534.312.666.561,00

h. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 1.212.460.196.61 8,68
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 9.071.099.896.1 32,66
3) Belanja Modal Rp 8.057.934.260.752,66

Rp 18.341.494.453.504,00
Jumlah Belanja Rp 27.875.807.120.065,00
Surplus/(Defisit) (Rp 1.796.606.445.400,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp 2.428.534.745.400,00

b, Pengeluaran Rp 631.928.300.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 1.796.606.445.400,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

13 Januari 2011

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus tbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2011

GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKGTA JAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
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FADJAR PANJAITAN

NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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